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INDIKATOR KINERJA UTAMA (1KU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKALONGAN

: Satuan Polisi Pamong Praja
: Membantu Walikota dalam melaksanakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Ketertiban
Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran
: a. perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah
dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
b. perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat
dan Pemadam Kebakaran;
¢. penyelenggaraan kebijakan teknis penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
d. pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan
peraturan daerah dan peraturan walikota serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
e. pembinaan permeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan daerah dan peraturan
walikota serta periindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran;
f. pengkoordinasian penanganan pengaduan masyarakat atas permasalahan yang berhubungan dengan gangguan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;
g. pembinaan dan fasilitasi kesekretariatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
h. penyelenggaraan pengawasan kepatuhan masyarakat, badan hukum dan aparatur terhadap peraturan daerah dan peraturan walikota;
i. pengkoordinasian dengan instansi terkait dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam penindakan secara yustisial atas
pelanggaran peraturan daerah;
J- pengarahan penyelenggaran administrasi umum meliputi : penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan,
kepegawaian, perjalanan dinas, perlengkapan, kehumasan, perpustakaan, dokumentasi dan kearsipan;
k. pengkoordinasian penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
I. penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia yang terjadi di kawasan perkotaan;
m. penyelenggaraan kerjasama dengan pemadam kebakaran pada pemerintah daerah sekitar guna melaksanakan pemadaman
kebakaran;
n. pengarahan dan pengkordinasian pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal {SPM) urusan bidang
ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
0. pengarahan dan pengkoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP);
p. pengkoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan p elaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan
tugas; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.




TARGET

SumM
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERIA FORMULASI PENGHITUNGAN SATUAN >019 2020 2021
1 |Meningkatnya ketertiban umum |Berkurangnya pelanggaran perda Y kawasan tertib x 100% % 1500 1000 500
dan ketentraman masyarakat serta seluruh kawasan yg ditargetkan
efektifitas penegakan perda
Waktu respon penanganan SPM untuk sampai ke lokasi kebakaran = 15 menit 15 15 15
kebakaran menit
2 |Meningkatnya akuntabilitas kinerja |Nilai Evaluasi AKIP Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Indeks 67,5/B 70/8 72,5/88
Pemerintah (AKIP) yang dirilis Inspektorat
pada tahun n (nilai AKIP pada n-1)
3 |Meningkatnya Kualitas Pelayanan |Nilai keterbukaan informasi publik Nilai Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Indeks 800 850 1000

Publik

{KiP) yang dirilis Diskominfo pada tahun n
nilai KIP pada n-1)

Pekalongan, 22 November 2019
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